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Sekda : Selama tidak ada niat Korupsi, jangan takut gunakan Dana Desa 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalselpos.com/2021/10/31/sekda-selama-tidak-ada-niat-korupsi-jangan-takut-gunakan-dana-desa/ 

 

Kecamatan Anjir Muara melakukan pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa bagi Kepala 

Desa (Kades) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa, Jumat (29/10/2021). 

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rodhita Banjarmasin ini dibuka Sekretaris Daerah 

Kabupaten Barito Kuala (Sekdakab Batola) H Zulkipli Yadi Noor. 

Pelatihan yang juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) 

Mochammad Aziz dan Camat Anjir Muara Jaya Hidayatullah ini sedikitnya diikuti 46 

peserta yang terdiri dari Kades dan PKA Desa. 

Saat membuka kegiatan, Sekda Zulkipli Yadi Noor menilai, pelatihan ini sangat penting 

bagi aparatur desa agar terampil dalam perencanaan, manajemen pemerintahan, dan 

pengelolaan keuangan desa. “Kita tahu saat ini desa mengelola anggaran yang tidak 

sedikit sehingga aparatur desa perlu dibekali pengetahuan agar meningkatkan kapasitas 

SDM dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai aturan,” ucapnya saat 

membacakan sambutan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS. 

Untuk itu, kepada para peserta diminta agar mengikuti kegiatan secara serius serta tidak 

malu bertanya jika terdapat hal-hal yang tidak jelas. 

“Jangan sia-siakan kesempatan. Tanyakan saja jika ada yang belum jelas. Para 

narasumber kita ini merupakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya,” ajak 

mantan Kepala Bappelitbang Batola ini. 

Pria yang juga pernah menjabat Kadistan-TPH Batola ini menegaskan, pengelolaan 

keuangan harus dilaksanakan secara benar.  

Mengingat satu rupiah pun uang yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. 

Kendati demikian, para aparatur desa juga diminta tidak takut menggunakan anggaran 

desa karena sudah menjadi keharusan untuk melaksanakan pembangunan desa. 

“Jangan takut menggunakan dana desa. Selama tidak ada niat korupsi dan hanya terdapat 

kesalahan administrasi saya rasa akan dibantu perbaikannya,” tambah Zulkipli. 

Sementara itu, Kadis PMD Mochammad Aziz mengutarakan, sekarang ini keuangan desa 

sepenuhnya dilakukan secara non tunai melalui Bank Kalsel. Sehingga diharapkan 

pengelolaannya semakin terawasi. 

Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa bagi Kades dan PKA Desa se-Kecamatan Anjir 

Muara ini dilaksanakan dua hari dengan menghadirkan nara sumber Kadis PMD 
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Mochammad Aziz, pihak Bank Kalsel Cabang Marabahan Riska Larasti, Ketua BKAD 

Gazali Rahman, dan pihak Kejaksaan Batola Hamidun. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalselpos.com/2021/10/31/sekda-selama-tidak-ada-niat-korupsi-jangan-

takut-gunakan-dana-desa/, Sekda : Selama tidak ada niat Korupsi, jangan takut 

gunakan Dana Desa, 20 Desember 2021.  

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/30/maksimalkan-pengelolaan-46-

peserta-se-kecamatan-anjir-muara-ikuti-pelatihan-penatausahaan-keuangan, 

Maksimalkan pengelolaan, 46 Peserta se-Kecamatan Anjir Muara Ikuti 

Pelatihan Penatausahaan Keuangan, 20 Desember 2021.  

 

Catatan Berita: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa 

 Pasal 2 

Ayat (1) 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Ayat (2) 

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam  masa 1 (satu) 

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

 Pasal 3 

Ayat (1) 

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

Ayat (2) 

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

f. menyetujui RAK Desa; dan 

g. menyetujui SPP. 

Ayat (3) 

https://kalselpos.com/2021/10/31/sekda-selama-tidak-ada-niat-korupsi-jangan-takut-gunakan-dana-desa/
https://kalselpos.com/2021/10/31/sekda-selama-tidak-ada-niat-korupsi-jangan-takut-gunakan-dana-desa/
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/30/maksimalkan-pengelolaan-46-peserta-se-kecamatan-anjir-muara-ikuti-pelatihan-penatausahaan-keuangan
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/30/maksimalkan-pengelolaan-46-peserta-se-kecamatan-anjir-muara-ikuti-pelatihan-penatausahaan-keuangan


 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  3 

 

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa selaku PPKD.   

Ayat (4) 

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 

keputusan kepala Desa. 

 Pasal 9 

Ayat (2) 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas 

kelompok: 

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 

b. Transfer; dan 

c. Pendapatan Lain-lain 

 Pasal 10 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, 

terdiri atas jenis: 

a. Dana Desa; 

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 

c. Alokasi Dana Desa (ADD); 

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 

Tindak Pidana Korupsi 

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk 

atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja 

untuk kepentingan pribadi atau orang lain.  

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan 

pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban 

resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau 

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk 

orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi 

adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”  

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi  

 Pasal 2 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.  

 Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3 

 Pasal 18 

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 

termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut; 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan 

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  5 

 

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah 

kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

 


